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<b>ABSTRAK</b><br>

Pertumbuhan e-commerce di Indonesia sangat pesat dan beragam jenis. Salah satu jenis e-commerce adalah
yang berbentuk user generated content. Jenis ecommerce ini seringkali disalahgunakan oleh pedagang yang
dapat mengunggah langsung konten/barang dagangannya, sehingga mengakibatkan penyelenggara sistem
elektronik turut bertanggungjawab. Menanggapi hal ini pemerintah melalui kementerian komunikasi dan
informatika mengeluarkan SE Menkominfo No. 5 Tahun 2016 tentang batasan dan tanggung jawab
penyedia sistem elektronik dan pedagang merchant . Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan
meninjau kesesuaian antaraisi surat edaran dengan hukum perlindungan konsumen Indonesia. Kebijakan ini
diperlukan guna memenuhi asas-asas dalam hukum perlindungan konsumen. Beberapa e-commerce yang
berbentuk UGC di Indonesia juga menerapkan kebijakan ini pada syarat dan ketentuannya. Namun, surat
edaran tidak dapat dijadikan dasar pembatasan tanggung jawab pelaku usaha. Penyelenggara sistem
elektronik dan pedagang tetap harus bertanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan di
Indonesia. Kepastian hukum sangat penting sehingga peraturan mengenai batasan dan tanggung jawab lebih
baik diakomodir dengan peraturan menteri.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

The growth of e commercein Indonesiais very rapid and varied. One type of ecommerceis user generated
content. Thistype of e commerce is misused by merchants who can upload their content merchandise
directly, thus the electronic systems provider should take responsibility. Responding to this, the government,
through the ministry of communication and informatics, issued circular letter no. 5 2016 about the limits and
responsibilities of electronic providers and merchants. This study requires normative juridical with readiness
between the contents of the circular with the formal law of Indonesian consumers. This policy isrequired to
meet the principlesin law. Some e commerce, in the form of UGC in Indonesia, also applied this policy in
its terms and conditions. However, acircular letter cannot be the basis of responsibility. Electronic systems
provider and sellers must remain responsible for the legidation in Indonesia. Legal certainty isvery
important, so regulations about limits and responsibilities are better accommodated by ministeria
regulations.
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